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BAB III 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada 

bagian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan yaitu: 

1. Keterlibatan anak dalam produksi film bergenre horor dengan waktu kerja 

melebihi batas yang ditetapkan dan terdapat unsur kekerasan bertentangan dengan 

ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan karena berpotensi mengganggu 

perkembangan fisik, mental, sosial anak. Proses syuting film bergenre horor 

umumnya dilakukan dengan durasi syuting relatif cukup panjang, berkisar antara 

10 hingga 12 jam per hari hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Ketenagakerjaan yang membatasi waktu kerja anak paling lama 3 jam 

sehari. Selain itu, pelaksanaan syuting film bergenre horor cenderung dilakukan 

pada malam hari tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang mensyaratkan anak hanya dapat bekerja pada siang hari.  

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap 

keterlibatan anak dalam produksi film bergenre horor dengan waktu kerja 

melebihi batas yang ditetapkan dan terdapat muatan adegan yang mengandung 

unsur kekerasan ialah dengan melakukan pelaporan ke Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan sebagai aparatur yang berwenang melakukan pengawasan dan 

penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 9B ayat (2) huruf 

c Permenaker Nomor 1 Tahun 2020, terhadap pelanggaran norma pekerja anak, 
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dapat dilakukan dengan tindakan represif yustisial, yaitu upaya penegakkan 

hukum melalui proses penyidikan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 

selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Apabila dalam proses penyidikan terbukti 

terjadi pelanggaran terhadap pekerja anak, maka pelaku dapat dikenakan sanksi 

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Apabila terjadi perselisihan keperdataan yang timbul akibat perbedaan 

pelaksanaan atau perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan maupun perjanjian kerja, upaya hukum yang dapat ditempuh melalui 

mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004  

B. Saran 

1. Kepada pemerintah, disarankan agar pemerintah membuat pengaturan yang secara 

khusus mengatur mengenai bagaimana keterlibatan anak jika bekerja di bidang 

industri hiburan, dalam Undang-Undang Perfilman maupun Undang-Undang 

Penyiaran, tidak terdapat pengaturan mengenai perlindungan pekerja anak yang 

terlibat dalam kegiatan industri hiburan. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif 

tersebut mengakibatkan perlindungan terhadap pekerja anak di industri hiburan 

sering diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik guna 

memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan 

anak. 

2. Kepada pengusaha atau Rumah Produksi, disarankan agar dalam melibatkan anak 

pada kegiatan industri hiburan, khususnya perfilman, agar senantiasa menjamin 

pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yang tidak dapat diabaikan. Pengusaha 
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wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman, melakukan pengawasan yang 

memadai, serta menjamin bahwa keterlibatan anak dalam produksi film tidak 

mengganggu haknya atas pendidikan dan tumbuh kembangnya.  

3. Kepada anak sebagai subjek yang dilindungi hukum, diharapkan agar diberikan 

ruang untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya terkait kondisi kerja yang 

dialami sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Kepada orang tua sebagai 

pihak yang memberikan persetujuan dan melakukan pengawasan atas keterlibatan 

anak dalam bekerja, diharapkan untuk melaporkan setiap tindakan yang melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang tua hendaknya tidak membiarkan 

anak bekerja dalam kondisi yang melanggar hak-hak anak. Dengan demikian, 

peran aktif orang tua menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya 

pelanggaran terhadap hak-hak anak. 
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